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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 serta
kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi
APBD Tahun 2021, maka rencana Kerja Pemerintah
Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 tersebut merupakan landasan
penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2021
untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemeritah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1027);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 40
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2021;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2021.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

S. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala
daerah.

10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib
Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

13. Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan
Bupati Indragiri Hilir.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
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18.

19.
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
sebagail masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1.

pedoman perumusan penyempurnaan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri
Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
Anggaran 2021.

bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS
Perubahan sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Perda APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1.

landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten
Indragiri Hilir dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun 2021.

pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS
Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah :
a. sistematika;
b. penyusunan perubahan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 terdiri dari sistematika
sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN Il TAHUN BERKENAAN
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP



BAB III
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 — 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 September 2¢c

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

tid

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan

pada tanggal 14 SePtember 2071
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

tid
AFRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 23

LNEASESUAI DENGAN ASLINYA
PACGLBAGIAN HUKUM
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